BERITA ACARA

Nomor : 120-174/GSB-2025
Nomor : 120-13-2025

PERSETUJUAN BERSAMA
KEPALA DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini Senin tanggal tujuh belas bulan November tahun dua ribu dua
. puluh lima, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : MAHYELDI
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA BARAT
Alamat Kantor : J1. Jenderal Sudirman No. 51 Padang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi
Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Sudirman Nomor 51 Padang,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : MUHIDI

Jabatan : KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.

b. Nama : EVI YANDRI RAJO BUDIMAN
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.

® c. Nama : MUHAMMAD IQRA CHISSA PUTRA

Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.

d. Nama : NANDA SATRIA
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang beralamat di Jl. Khatib Sulaiman
Nomor 87 Padang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang telah
diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan
sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.



2. PIHAK PERTAMA dapat menerima perubahan alokasi pendapatan, belanja
dan pembiayaan daerah yang diusulkan dalam Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2026 sebagaimana tertuang pada catatan yang
terlampir Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi
atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana
tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya
sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri
untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja
setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak
dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Padang, 17 November 2025
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LAMPIRAN :

1.
2.

PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA GUBERNUR SUMATERA BARAT

DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2026

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 berjumlah
sebesar Rp. 6.418.340.138.696,00 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Daerah
Belanja Daerah
Surplus/ Defisit

3. Pembiayaan Daerah

A.

a. Penerimaan Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaan

Pendapatan Daerah, terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah

2. Pendapatan Transfer

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang
Sah

1.1. Pendapatan Asli Daerah
a. Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan
d. Lain-lain PAD Yang Sah

2.1. Pendapatan Transfer
Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat

3.1. Lain-lain Pendapatan Daerah
Yg Sah
Pendapatan Hibah

Belanja Daerah, terdiri dari :
1. Belanja Operasi
1.1 Belanja Pegawai
1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.3 Belanja Subsidi

1.4 Belanja Hibah

2. Belanja Modal
2.1 Belanja Modal Tanah
2.2 Belanja Modal Peralatan dan
Mesin
2.3 Belanja Modal Gedung dan
Bangunan
2.4 Belanja Modal Jalan,
Jaringan dan Irigasi
2.5Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya
3 Belanja Tidak Terduga
Belanja Tidak Terduga

4 Belanja Transfer
4.1 Belanja Bagi Hasil Pajak
4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

6.326.340.138.696,00
6.326.340.138.696,00

92.000.000.000,00
92.000.000.000,00

3.544.916.041.696,00
2.750.398.697.000,00
31.025.400.000,00

2.817.634.959.245,00
428.004.005.417,00
146.263.862.994,00

153.013.214.040,00

2.750.398.697.000,00

31.025.400.000,00

4.715.087.456.801,22
2.648.218.572.638,00
1.974.998.379.589,22
2.550.000.000,00

89.320.504.574,00

444.138.720.389,78
7.670.063.529,00
58.984.387.349,78

157.518.276.701,00
218.013.247.610,00

1.952.745.200,00

25.000.000.000,00
25.000.000.000,00

1.142.113.961.505,00
1.142.113.961.505,00



Pembiayaan Daerah terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan Rp. 92.000.000.000,00
SILPA Rp. 92.000.000.000,00

2. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 92.000.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah - Rp. 92.000.000.000,00
Bank Nagari

Padang, 17 November 2025
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